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Abstrak
Merek merupakan salah satu macam dari Hak Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa, tidak terkecuali kasus merek. Oleh karenanya, beban kasus yang ditangani pengadilan bertambah di tiap tahunnya. Adanya hal tersebut membuat para pihak yang bersengketa, memilih penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, yaitu jalur non litigasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Faktanya, adanya Undang-Undang ini masih belum cukup jelas menerangkan prosedur beracara melalui jalur tersebut dan kendala-kendala yang mungkin dialami para pihak saat memilih jalur ini. Oleh karenanya, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan kendala- kendala apa yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mana bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, BANI Rules and Procedures, dan beberapa aturan yang lain dan bahan hukum sekunder tersebut adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan contoh kasus yang telah diberikan penulis dalam penelitian ini, prosedur penyelesaian sengketa merek tersebut tidak hanya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, akan tetapi juga dilakukan menurut ketentuan BANI Rules and Procedures, serta terdapat beberapa kendala yang dialami para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, beberapa kendala tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal tersebut adalah faktor yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan penegak hukum yang menciptakan aturan tersebut, sedangkan faktor internal tersebut adalah faktor yang berasal dari kurangnya pemahaman para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya akan konsep dan aturan beracara di BANI.
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Abstract
Trademark is one kind of Intellectual Property Rights which is regulated by law number 15 year 2001 concerning on Trademark. In Indonesia, to resolve dispute through mediation court is the most often used by the parties in conflict, the trademark case is no exception. Therefore, the court deal with the case load increased each year. The matter to the parties in conflict choosing to resolve dispute through alternative paths, namely  non litigation strips which is regulated by law number. 30 year 1999 concerning on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In Fact, the law is not yet sufficiently clear description of the procedure through the strips and the constrains may experinced by the parties when choose this path. That’s why the author raise 2 (two) problems is that how of the trademark dispute resolution procedure pursuant to law number 30 year 1999 and the constrains may faced by the parties choose arbitration as dispute resolution. 
The type is the study of normative law which the data obtained based on legal materials of primary, secondary and tertiary, which is the primary legal materials of Law number 30 year 1999 concerning on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law number 15 year 2001 concerning on Trademark, BANI Rules and Procedures, and some other related rules and secondary legal materials are some of literature related to the author’s study. Author inventory the regulations and concepts relating the material and studied problems. The content of the law material  is further analyzed in order to obtain a conclusion. 
	The result showed that according to the example case given by the author in this study, the trademark dispute resolution procedure is not only done in accordance with the provision of Law number 30 year 1999 concerning on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, but also done in accordance with the provisions of BANI Rules and Procedure, as well as some constraints may faced when choosing arbitration as dispute resolution, some obstacle caused by 2 (two) factors, namely external factors and internal factors. As for external factors area factors come from the community, government, and law enforcement who created the rules, while internal factors are factors that derived from lack of understanding of the dispute parties and the rulling power of the concept and rules proceeding in BANI.







	Era globalisasi memberikan banyak perubahan di dunia. Perubahan itu ditunjukkan dengan adanya kemajuan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ilmu pengetahuan. Salah satu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang sangat nampak jelas adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan Intellectual Property Rights (IPR) itu sendiri merupakan sebuah hak yang terlahir karena adanya sebuah karya yang dihasilkan dari intelektual seorang manusia, yang memiliki nilai ekonomis maupun nilai moral, sehingga membuat pemilik hak tersebut memiliki eksklusivitas atas karyanya.
Pada dasarnya keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) di dunia telah ada sejak lama, yaitu sekitar 3500 tahun yang lalu.​[1]​ Keberadaan HKI tersebut muncul dengan tujuan melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan HKI di dunia semakin berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai pengaturan, konvensi-konvensi Internasional, dan perjanjian internasional yang khusus mengatur mengenai adanya HKI. Salah satunya adalah TRIPs (Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari WTO Agreement (Agreement Establishing The World Trade Oganization).
TRIPs merupakan salah satu perjanjian internasional yang khusus mengatur mengenai HKI yang diikuti berbagai negara di dunia, mulai dari negara maju hingga negara berkembang, dimana salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang pun sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, dengan meratifikasi WTO Agreement Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.​[2]​
Sejarah indonesia menunjukkan bahwa sebelum adanya ratifikasi WTO, Indonesia juga telah mengenal HKI. Terhitung sejak Indonesia merdeka, Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual Nasional pertama kali dilahirkan tahun 1961, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merk Perusahaan dan Merk Perniagaan.​[3]​ Selanjutnya pada tahun 1992 Undang-Undang tentang Merek pun akhinya dibuat menjadi satu yaitu menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga sekarang Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut UU Merek).
Dengan adanya berbagai pengaturan mengenai HKI yang telah dibuat dengan menyesuaikan pada konvensi-konvensi serta agreement-agreement dunia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pemerintah Indonesia menginginkan agar masyarakatnya dapat lebih mengerti dan menyadari akan pentingnya HKI. Selain meratifikasi berbagai konvensi internasional  mengenai HKI, pemerintah juga telah mendirikan sebuah badan penyelenggara negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam bidang HKI khususnya di bidang merek. Adapun badan penyelenggara negara tersebut adalah Direktorat Jenderal HKI (yang selanjutnya disingkat DITJEN HKI), yang pengaturannya tertuang dalam pasal 89 UU Merek.
Tujuan pembentukan DITJEN HKI tersebut didukung pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, akan tetapi tujuan tersebut justru bertolak belakang dengan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat justru tidak menyadari akan pentingnya HKI. Hal tersebut terlihat dari data yang diperoleh penulis. Menurut data yang telah dikumpulkan oleh penulis, penulis mendapatkan beberapa data mengenai kasus sengketa perdata HKI khususnya di bidang merek yang telah terjadi pada Tahun 2002 – 2012 di Indonesia , antara lain :
1.	Kasus pemalsuan merek 3 strip Adidas oleh orang perorangan (Kim Sung Soo), terjadi pada bulan Januari tahun 2012, yang berawal Pada 4 Mei 2012 adidas mendapatkan perlakuan vonis Penghentian paksa dan uang serta biaya pengadilan Zul Achyar BH Bustaman terdakwa dalam pelanggaran merek dagang 3-STRIP di Indonesia.​[4]​ Tidak ada kasus terdaftar. 111/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2.	Kasus sengketa Merek Toyota yang merupakan produk PT. Toyota Motor Corporation dengan merek Toyoda yang merupakan produk perusahaan lokal milik Lauw Le Bing, terjadi pada bulan April tahun 2011. Awalnya PT. Toyota Motor Corporation menggugat pengusaha lokal bernama Lauw Ie Bing dan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) terkait pendaftaran merek Toyoda.
3.	Kasus sengketa merek Extra Joss yang merupakan produk dari PT. Bintang Toedjoeh dengan Enerjos yang merupakan produk PT. Sayap Mas Utama), terjadi pada bulan Mei tahun 2005.
4.	Kasus sengketa merek Honda Karisma yang terjadi antara PT. Astra Honda Motor (yang selanjutnya disingkat PT. AHM) denganPT. Tossa Shakti (yang selanjutnya disingkat PT. TS) dengan produknya yang mempunyai merek Krisma.
5.	Kasus sengketa merek “GUCCI” yang terjadi antara Guccio Gucci, S.P.A melawan A.T. Soetedjo Hadinyoto dan DITJEN HKI. Adapun dalam kasus ini Guccio Gucci, S.P.A sebagai pemilik dan pemakai pertama merek Gucci berkeberatan atas pendaftaran merek “Gucci Paints” milik A.T. Soetedjo Hadinyoto, yang kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
		Dari data tersebut, terlihat bahwa kasus HKI yang khususnya pada bidang merek masih banyak terjadi. Adapun disini yang paling banyak terjadi adalah pada kasus merek dagang dibandingkan dengan merek jasa. Melihat banyaknya kasus hak atas merek yang terjadi, sudah barang tentu akan menimbulkan berbagai sengketa merek. Pada akhirnya para pihak yang bersengketapun pasti tidak ingin membiarkan sengketa tersebut berlarut-larut tanpa ada kejelasan penyelesaiannya.
	Dalam hukum, dalam menyelesaikan suatu sengketa, dikenal 2 jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.
	Adanya jalur litigasi atau pengadilan di Indonesia memang familiar bagi masyarakat. Pengadilan negeri di Indonesia sendiri memiliki kewenangan yang tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
Melihat kewenangan yang diemban oleh pengadilan negeri, maka semakin banyak pula kasus yang harus ditangani oleh pengadilan negeri. Hal tersebut tidak terkecuali bagi para pihak yang sedang bersengketa dalam bidang HKI khususnya merek. 
Banyak kasus sengketa merek yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses beperkaranya, dan terbuka untuk umum.​[5]​ Sehingga, para pihak yang bersengketa dapat memilih cara lain dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, apabila  jalur litigasi membuat sengketa mereka membutuhkan waktu lama. penyelesaian sengketa adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat APS) merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
		Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini, penyelesaian sengketa melalui APS tersebut telah bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa merek juga telah dapat diselesaikan melalui APS tersebut. Namun, dalam realitasnya penyelesaian sengketa merek melalui APS tersebut masih saja terkendala beberapa kendala, sehingga membuat masih banyak para pihak yang bersengketa ragu untuk memilih jalur ini.
Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu bagaimana penyelesaian sengketa merek menurut Undang-UndangNo. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan adanya sebuah ide orisinil yang dihasilkan oleh manusia yang membutuhkan adanya perlindungan dari Hak kekayaan Intelektual (HKI), sehingga Indonesia melahirkan aturan-aturan dalam bidang HKI, salah satunya adalah Undang-Undang Merek. Namun, adanya Undang-Undang tersebut masih belum bisa memberikan rasa aman bagi para pemilik HKI, karena masih banyaknya pelanggaran HKI yang terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran HKI yang terjadi membuat semakin bertambah pula sengketa pada bidang HKI yang terjadi.
Adapun banyaknya sengketa pada bidang HKI yang terjadi tersebut membutuhkan adanya penyelesaian sengketa untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa tersebut terdapat 2 (dua) jalur, yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi. Walau dikenal 2 jalur penyelesaian sengketa dalam hukum, akan tetapi pada setiap sengketa yang terjadi, para pihak yang terlibatpun selalu memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui jalur litigasi atau pengadilan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pengadilan. Hal itu berpengaruh pula pada proses beperkara dan para pihaknya sendiri.
		Lamanya proses penyelesaian sengketa di pengadilan membuat para pihak yang bersengketa mulai berfikir untuk mencari jalur alternatif dalam menyelesaikan sengketanya tanpa melalui pengadilan atau jalur litigasi. Jalur alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang dimaksud adalah jalur non litigasi atau yang disebut dengan APS dan Arbitrase.

METODE
		Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis substansi kaidah-kaidah hukum mengenai penyelesaian sengketa HKI melalui alternatif penyelesaian sengketa menurut undang-undang no. 30 tahun 1999 dengan memberikan suatu argumentasi, preskripsi atau penilaian mengenai penyelesaian sengketa HKI apabila dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan atas bahan-bahan hukum terkait yang dilakukan dengan membaca, mencatat, melihat, dan melakukan penelusuran melalui media internet, serta dengan cara mendengarkan penjelasan. Teknik pengolahan bahan hukum terdiri dari mengumpulkan, menyeleksi, kemudian mengklasifikasikannya. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan-bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dilakukan analisis, yang menggunakan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemaparan Kasus Posisi
	Sebuah perusahaan kosmetik x yang memiliki sebuah produk kosmetik dengan merek x, pada Agustus 2010 telah sepakat untuk melakukan perjanjian tertulis dengan salah satu salon kecantikan di Surabaya yaitu salon kecantikan y. Perjanjian yang dilakukan adalah sebuah perjanjian kerjasama waralaba, yaitu perjanjian mengenai penggunaan merek dari perusahaan kosmetik x oleh salon kecantikan y. Dalam perjanjian kerjasama itu disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban serta hak-hak apa saja yang dimiliki oleh salon kecantikan y dalam menggunakan merek dari perusahaan kosmetik x secara jelas, dan hal tersebut juga telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, diatur dalam pasal 6 perjanjian kerjasama waraba yang telah disepakati. 
	Adapun adanya kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang dituliskan dalam pasal 6 perjanjian kerjasama waralaba tersebut sangat berpengaruh terhadap ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian yang telah dituangkan pula oleh perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y dalam pasal 10 angka 2 dalam perjanjian ini. Pasal 10 angka 2 yang menerangkan bahwa perjanjian ini dapat berakhir setiap saat atas kehendak para pihak atau karena franchise tidak mampu melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan perjanjian ini dan berdampak langsung pada kemampuan perolehan penjualan yang telah ditetapkan bersama dan mengganggu kelancaran tugas franchisor.
	Sesuai dengan pasal 6 dan pasal 10 yang telah tertuang dalam perjanjian kerjasama waralaba yang telah disepakati oleh perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y, maka kedua belah pihak menjalankan peran masing-masing seperti yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Pada awal berjalannya perjanjian tersebut masing-masing pihak dapat melakukan perannya dengan baik.
	Pada tahun 2011, setelah berjalannya perjanjian, salon kecantikan y diketahui telah melakukan wanprestasi atas perjanjian. Adapun wanprestasi yang telah dilakukan oleh salon kecantikan y adalah telah menggunakan produk lain tanpa seijin dari perusahaan kosmetik x pada saat perjanjian masih berlangsung. Diketahui lebih lanjut oleh perusahaan kosmetik x, bahwa penggunaan produk lain tersebut oleh salon kecantikan y adalah bukan untuk dijual begitu saja, akan tetapi untuk dicampurkan dengan produk kosmetik dari perusahaan kosmetik x, yang kemudian dijual sebagai produk kosmetik dari perusahaan kosmetik x. Atas dasar wanprestasi yang telah dilakukan oleh salon kecantikan y, dan atas dasar klausula arbitrase yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama mereka yang utama, kemudian perusahaan kosmetik x menggugat salon kecantikan y ke BANI.
	Perusahaan kosmetik x dengan diwakili oleh kuasa hukumnya memasukkan permohonan ke BANI dengan permohonan untuk menuntut salon kecantikan y atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh salon kecantikan y. surat permohonan yang diajukan oleh perusahaan kosmetik tersebut kemudian dipelajari oleh BANI. Setelah dipelajari oleh BANI permohonan yang diajukan oleh perusahaan kosmetik x tersebut kemudian diproses.
Dengan melalui proses yang panjang, pada akhirnya arbiter yang menangani sengketa merek yang terjadi antara perusahaan kosmetik x dengan salon kecantikan y tersebut memutuskan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk tidak berdamai dan arbiter mengabulkan semua permohonan dari perusahaan kosmetik x dan serta menyatakan bahwa salon kecantikan y terbukti telah melakukan wanprestasi seperti yang telah dikatakan dalam surat permohonan tersebut. Dalam amar putusannya, majelis arbitrase memutuskan bahwa salon kecantikan y bersalah dan harus membayar ganti kerugian sesuai dengan yang dituntutkan oleh perusahaan x dalam surat permohonannya.
Pembahasan
1.	Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
	Merek merupakan salah satu Jenis Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki pengaturan secara tersendiri yaitu UU Merek.
	Merek merupakan sebuah tanda yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa, maka dalam hal ini, sebuah merek pasti harus memiliki karakteristik yang berbeda dari merek lain. Karakteristik merek tersebut, menurut Bilson Simamora antara lain, yaitu sebagai berikut :
1.	Mencerminkan manfaat dan kualitas,
2.	Singkat dan sederhana,
3.	Mudah dibaca, didengar, diucapkan, dan diingat,
4.	Memiliki kesan yang berbeda dari merek-merek yang sudah ada,
5.	Mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan tidak mengandung konotasi negatif dalam bahasa asing, dan
6.	Dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagai hak paten.​[6]​ 














14.  Sengketa Pembangunan konstruksi.”
	Adapun mengenai jalur penyelesaian sengketa, sengketa bisnis/sengketa dagang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Menurut pasal 76 – 84 UU Merek, sengketa merek dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Adapun pasal 84 UU Merek, yang merupakan bagian keempat dari bab penyelesaian sengketa merek merupakan penyelesaian sengketa merek melalui jalur non litigasi. Dalam pasal 84 tersebut, menyebutkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa.Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 84, maka sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, yang dimana jalur tersebut termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa.
	Adapun salah satu contoh penyelesaian sengketa merek yang dilakukan melalui jalur arbitrase tersebut adalah mengenai kasus wanprestasi, seperti yang telah dicantumkan dalam pemaparan kasus posisi di atas. Kasus wanprestasi yang terjadi antara perusahaan kosmetik x dengan salon kecantikan y tersebut merupakan kasus yang terjadi dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salon kecantikan y atas perjanjian kerjasama waralaba yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya wanprestasi tersebut, kemudian perusahaan kosmetik x menggugat salon kecantikan y melalui badan arbitrase yaitu BANI.
Adapun dalam hal ini mengapa penulis memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dikarenakan, dalam UU Arbitrase dan APS pengaturan mengenai prosedur beracara melalui arbitrase telah diatur secara rinci dalam pasal 27 – 58. Sedangkan pengaturan mengenai prosedur beracara melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam UU Arbitrase dan APS tersebut hanya diatur dalam pasal 6, dan dalam pasal tersebut tidak diatur secara jelas mengenai prosedur beracara dari masing-masing cara yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, mengapa penulis memilih arbitrase, karena dalam contoh kasus posisi yang telah diuraikan diatas dalam perjanjiannya mencantumkan klausula arbitrase, dimana jika di dalam suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase, maka jika terjadi sengketa, penyelesaiannya wajib melalui jalur arbitrase (pasal 3 dan 11 UU Arbitrase dan APS).
	Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanyalah sengketa pada bidang perdagangan serta sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada pasal 5 ayat (1), memberikan penegasan bahwa sengketa merek merupakan salah satu sengketa yang termasuk dalam golongan sengketa yang dapat diselesaikan melalui non litigasi khususnya arbitrase. Dalam hal menyelesaikan sengketa khususnya sengketa merek, seperti pada contoh kasus di atas pada subBab 3.1, yang dilakukan melalui arbitrase tersebut memiliki syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yakni yang berbunyi, bahwa dalam menyelesaikan sebuah sengketa melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa tersebut telah membuat sebuah klausula arbitrase dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Sehingga adanya klausula arbitrase tersebut merupakan syarat utama dan hal yang sangat menentukan apakah arbitrase berhak untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau tidak. Hal tersebut berlaku juga bagi sengketa merek. Adapun jika, para pihak yang bersengketa tersebut telah menyepakati dan menyantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka, maka para pihak dapat melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap proses beracara.
	Proses beracara di BANI diatur dalam UU Arbitrase dan APS. Adapun pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 27 – 58 UU Arbitrase dan APS.  Selain diatur dalam UU Arbitrase dan APS, proses beracara di BANI juga diatur dalam BANI Rules and Procedures. BANI Rules and Procedures merupakan peraturan yang dibuat khusus oleh BANI yang memuat mengenai segala prosedur yang ada di BANI.
	Menurut UU Arbitrase dan APS, proses beracara arbitrase melalui BANI tersebut harus dilakukan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari hingga pengucapan putusan oleh majelis arbitrase atau arbiter. Waktu tersebut merupakan waktu terlama untuk beracara di BANI, sehingga banyak dari kasus yang masuk ke BANI dapat terselesaikan sebelum waktu tersebut. Salah satu contohnya adalah contoh kasus posisi di atas yang dapat terselesaikan sebelum waktu 180 (seratus delapan puluh) hari oleh BANI. Contoh kasus posisi di atas diselesaikan melalui BANI dengan menggunakan aturan proses beracara UU Arbitrase dan APS dan juga menggunakan aturan proses beracara BANI Rules and Procedures. Contoh kasus posisi tersebut menggunakan aturan dari BANI Rules and procedures, karena dalam prosesnya, aturan beracara menurut UU Arbitrase dan APS tidak mengatur mengenai masalah yang dihadapi para pihak pada saat proses di BANI, dan hal tersebut diatur dalam BANI Rules and Procedures.
	Adapun proses beracara yang telah diatur dalam UU Arbitrase dan APS tersebut yaitu sebagai berikut :
1.	Sebelum memasukkan permohonan penyelesaian sengketa ke BANI, pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada termohon akan mendaftarkan perkaranya ke BANI (pasal 8 UU No. 30/.1999)
	Dalam hal ini, sebelum perusahaan kosmetik x sebagai pemohon memasukkan permohonan ke BANI, perusahaan kosmetik x membuat surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukum yang akan mewakili perusahaan kosmetik x dalam beracara di BANI. Kemudian perusahaan kosmetik x dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan surat permohonan secara tertulis ke BANI. Pemberian surat pemberitahuan kepada termohon dalam kasus ini, tidak perlu dilakukan, dikarenakan perusahaan kosmetik x dengan salon kecantikan y telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian kerjasama mereka yang utama
2.	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan meguraikan posita dan petitum yang jelas dengan melampirkan perjanjian kerjasama yang memuat klausula arbitrase dalam hal timbul sengketa (pasal 28, 36, 38 UU No. 30/1999)
	Dalam hal ini, perusahaan kosmetik x, dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan permohonan kepada panitera BANI, dengan menguraikan posita dan petitum secara jelas dan lengkap dengan melampirkan perjanjian kerjasamanya dengan salon kecantikan y yang di dalamnya memuat tentang klausula arbitrase sebanyak 6 (enam) rangkap (3 arbiter, 1 termohon, 1 pemohon, dan 1 arsip BANI). Kemudian setelah panitera menerima surat permohonan, panitera memberikan permohonan tersebut kepada pengurus BANI, untuk selanjutnya pengurus BANI dapat memutuskan, apakah perkara atau sengketa yang dihadapi perusahaan kosmetik x dapat diselesaikan melalui BANI atau tidak. Setelah itu, perusahaan kosmetik x mengajukan permohonan tersebut, perusahaan kosmetik x juga langsung melakukan penunjukkan arbiter.
3.	BANI meneruskan permohonan pemohon tersebut kepada termohon disertai perintah agar termohon dalam waktu 14 (empat belas) hari menyampaikan tanggapannya (pasal 39 UU No. 30/1999)
	 Adapun setelah dinyatakan oleh pengurus BANI bahwa sengketa perusahaan kosmetik x dapat diselesaikan melalui BANI, maka permohonan perusahaan kosmetik x diterima oleh BANI, untuk kemudian BANI meneruskan permohonan perusahaan kosmetik x kepada salon kecantikan y sebagai termohon disertai dengan perintah agar salon kecantikan y menyampaikan tanggapannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. permohonan ke panitera BANI. Selanjutnya, pada saat salon kecantikan y menyampaikan tanggapan atau jawaban atas surat permohonan dari perusahaan kosmetik x tersebut, salon kecantikan y juga melakukan penunjukkan arbiter. Adapun waktu yang diberikan oleh BANI dalam menjawab surat permohonan adalah 14 (empat belas) hari, jika tidak dijawab maka BANI akan memberikan surat teguran yang berisi bahwa BANI memberikan waktu 14 (empat belas) hari lagi bagi termohon untuk menjawab surat permohonan, jika tidak dijawab juga maka BANI akan memberikan surat teguran yang terakhir kepada termohon untuk segera menanggapi permohonan pemohon dengan waktu paling lama 10 hari sejak diterimanya surat teguran tersebut. jika tidak dijawab, maka BANI akan menunjuk arbiter tunggal.
Dalam tahap ini, salon kecantikan y sebagai termohon dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian tidak menyepakati diselesaikannya sengketa yang tengah dihadapi kedua belah pihak melalui arbitrase yaitu BANI. Hal tersebut kemudian tidak dapat diterima oleh pemohon dan pengurus BANI, karena telah ada klausula arbitrase. Termohon dengan diwakili kuasa hukumnya pada akhirnya mau menjawab surat permohonan pemohon hingga batas akhir, akan tetapi hingga batas akhir yang telah ditentukan, termohon tetap tidak mau menunjuk arbiter dikarenakan tetap menginginkan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. karena telah melalui waktu yang telah ditetapkan, maka pengurus BANI dengan seijin ketua BANI meneruskan proses beracara arbitrase terhadap kasus ini, dengan menunjuk arbiter pilihan pemohon sebagai arbiter tunggal sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan pasal 28 BANI Rules and Procedures.
4.	Pada masing – masing surat, pemohon sekaligus menyampaikan arbiter pilihannya, demikian juga termohon disamping tanggapannya juga menentukan  pilihan arbiternya dari daftar arbiter BANI (pasal 15 UU No. 30/1999)
	Penunjukkan arbiter dari daftar arbiter BANI oleh pemohon disini, pada faktanya, menurut bapak Suhirmanto,S.H selaku Sekretaris BANI Perwakilan Surabaya, dilakukan pada saat pemohon mengajukan surat permohonan kepada panitera BANI, sedangkan termohon melakukan penunjukkan arbiter dari daftar arbiter BANI tersebut pada saat pihak termohon menanggapi surat permohonan pemohon yang disampaikan oleh BANI. Dalam kasus ini, termohon yaitu salon kecantikan y tidak melakukan penunjukkan arbiter, sehingga arbiter yang telah ditunjuk oleh pemohon yaitu perusahaan kosmetik x menjadi arbiter tunggal.
5.	Dalam hal pemohon atau termohon menunjuk arbiter pilihannya dari luar BANI setelah adanya persetujuan BANI, semua biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pihak yang memilihnya melalui BANI dan ketua majelis arbitrase harus dipilih oleh kedua arbiter tersebut dari daftar arbiter BANI (pasal 9 BANI rules & procedures)
	Dalam hal ini, perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y tidak melakukan penunjukkan arbiter dari luar BANI. Akan tetapi, penunjukkan arbiter luar ini, dapat dilakukan apabila tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan profesional yang dibutuhkan para pihak dalam berperkara di BANI.
6.	Para pihak diwajibkan membayar biaya arbitrase termasuk fee arbiter dan lain-lain sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan untuk perkara tersebut dalam surat penetapan BANI. Pembayaran harus dilakukan sebelum persidangan dimulai yaitu bersamaan dengan penetapan sidang pertama (pasal 35, 36 BANI rules & procedures)
	Tahap ini dilakukan setelah tanggapan atau jawaban dari termohon diterima oleh pemohon. Dalam hal ini, setelah perusahaan kosmetik x menerima tanggapan atau jawaban dari salon kecantikan y, maka perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y bertemu  di BANI untuk menetapkan tanggal sidang pertama dan melakukan pembayaran biaya beracara di BANI termasuk biaya fee bagi arbiter yang menangani. Sesaat setelah menetapkan tanggal sidang pertama, para majelis arbitrase yang menangani sengketa perusahaan kosmetik x dengan salon kecantikan y tersebut memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di luar BANI dalam waktu 1 (satu) minggu untuk membicarakan permasalahan yang mereka hadapi, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga sidang arbitrase antara perusahaan kosmetik x dengan salon kecantikan y dilanjutkan ke sidang pertama.
7.	Setelah upaya mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan bukti tertulis maupun saksi yang diikuti kesimpulan. Majelis arbitrase menjatuhkan putusan arbitrase dan putusan tersebut harus didaftarkan pada pengadilan negeri di kota domisili pihak termohon (pasal 59 UU No. 30/1999)
Dalam hal ini, karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik x dengan salon kecantikan y tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase. Hal itu sesuai dalam pasal 46 ayat (1). Dalam hal ini, pada tahap pemeriksaan bukti dan saksi, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemeriksaan bukti baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sehingga, setelah pemeriksaan pokok sengketa, arbiter memberikan kesempatan perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y mengajukan bukti, kemudian baru menghadirkan saksi dan saksi ahli ke dalam persidangan. Adapun dalam kasus ini, pemohon menghadirkan saksi ahli, sedangkan termohon menghadirkan saksi. Kemudian, pemohon dan termohon membuat kesimpulan, setelah itu arbiter menutup sidang dan mengucapkan putusan. Adapun jangka waktu arbiter atau majelis arbitrase mengucapkan putusan adalah dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup (pasal 57 UU Arbitrase dan APS).
8.	Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (pasal 60 UU No. 30/1999)
	Dalam sidang arbitrase juga dapat diadakan putusan sela apabila hal tersebut memang diperlukan. Adapun dalam hal-hal untuk menetapkan adanya suatu putusan untuk sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama, maka majelis arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela. Hal tersebut diatur dalam pasal 19 ayat 5 BANI Rules and Procedures.
	Pengucapan putusan akhir oleh majelis arbitrase terhadap sengketa yang dihadapi perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y itu, disebutkan dalam amar putusannya bahwa salon kecantikan y dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati  dan arbiter mengabulkan permohonan perusahaan kosmetik x untuk sebagian, serta menghukum salon kecantikan y untuk membayar ganti kerugian kepada perusahaan kosmetik x sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan mengembalikan semua produk-produk yang telah diberikan perusahaan kosmetik x. Adapun putusan tersebut diputus dengan pertimbangan bahwa salon kecantikan y telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan telah terbukti bahwa salon kecantikan y telah melakukan pencampuran produk dari perusahaan kosmetik x dengan produk dari perusahaan kosmetik lain tetapi salon kecantikan y menjualnya dengan mengatasnamakan kosmetik merek x dari perusahaan kosmetik x, hingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan kosmetik x. 
Selanjutnya, setelah diucapkannya putusan atas sengketa merek antara perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y, majelis arbitrase menyerahkan putusan tersebut kepada kedua belah pihak untuk dikoreksi dengan diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Setelah masing-masing pihak mengoreksi putusan tersebut, kemudian mereka menyerahkan kembali putusan tersebut ke BANI, kemudian BANI mendaftarkan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri yang ada di wilayah salon kecantikan.
2.	Kendala – Kendala yang Dihadapi Para
Pihak Saat Memilih Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Merek
Penyelesaian suatu sengketa, terutama saat dimulainya sengketa, pasti tidak terlepas dari kendala-kendala. Dalam penyelesaian sengketa merek antara perusahaan kosmetik x dan salon kecantikan y dan beberapa sengketa yang diselesaikan oleh BANI, secara umum juga terdapat kendala-kendala tertentu. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suhirmanto, S.H. selaku Sekretaris Kantor BANI Perwakilan Surabaya, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kendala tersebut.
Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:
A.	Faktor Eksternal
1.	Masih kurangnya sosialisasi mengenai arbitrase atau jalur non litigasi oleh pemerintah kepada masyarakat umum, yang menyebabkan masyarakat masih awam dengan adanya arbitrase atau jalur non litigasi.
2.	Masih kurang jelasnya pemisahan pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, sehingga menyebabkan kerancuan mengenai konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Adapun kurang jelasnya mengenai pemisahan pengaturan ini dikarenakan masih adanya dualisme pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari adanya pemisahan antara arbitrase denga alternatif penyelesaian sengketa dalam UU Arbitrase dan APS.
B.	Faktor Internal
1.	Kurangnya pemahaman para pihak yang bersengketa terhadap konsep arbitrase itu sendiri. Adapun konsepnya sebagai berikut :
i.	Konsep sifat arbitrase (win-win). Dalam beberapa literatur telah disebutkan mengenai konsep dasar arbitrase yang yang bersifat win-win solution, akan tetapi konsep tersebut tidak termuat dalam pengaturan UU Arbitrase dan APS maupun BANI Rules and Procedures.
ii.	Konsep dasar arbitrase yaitu tertutup untuk umum atau bersifat rahasia untuk umum. Konsep mengenai sifat kerahasiaan arbitrase tersebut tercantum dalam pasal 13 ayat (2) BANI Rules and Procedures. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukkan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI.
iii.	Konsep time consuming dalam arbitrase yang dibatasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan. Konsep tersebut tertuang dalam pasal 48 ayat (1) UU Arbitrase dan APS. Adapun dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
2.	Kurangnya pengarahan kuasa hukum para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Selain itu, kurangnya keaktifan kuasa hukum untuk memberikan pemahaman akan konsep dasar serta proses beracara dalam arbitrase. Kurangnya pengarahan dan keaktifan kuasa hukum untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar beracara dalam arbitrase ini seringkali terjadi dikarenakan, dari pihak kuasa hukum itu sendiri juga masih kurang memahami bagaimana beracara dalam arbitrase dan juga masih banyaknya kecenderungan dari para kuasa hukum yang lebih banyak mengarahkan kliennya ke arah pengadilan untuk bisa mendapatkan fee yang lebih banyak dibandingkan jika melalui arbitrase.
	 Beberapa faktor yang telah dituliskan diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan adanya kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat secara umum dalam memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek. Adapun menurut hasil wawancara dengan Sekretaris BANI perwakilan Surabaya yaitu Bapak Suhirmanto, S.H.,M.H. menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi para pihak dalam contoh kasus posisi di atas dalam memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek yang dihadapi. Beberapa kendala tersebut yang diungkap oleh narasumber tersebut pada dasarnya berujung pada ketidakpahaman kuasa hukum pada konsep-konsep dasar arbitrase sehingga hal tersebut mempengaruhi kliennya, yang dalam kasus ini adalah salon kecantikan y, dalam beracara di BANI.
	Dalam kasus ini, ketidakpahaman kuasa hukum dari salon kecantikan y tersebut menyebabkan beberapa kendala bagi para pihak dalam beracara di BANI, beberapa kendala tersebut yaitu sebagai berikut :
1.	Tidak mampunya kuasa hukum memberikan pengertian kepada salon kecantikan y (yang disebut termohon), bahwa adanya klausula arbitrase pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut meniadakan hak salon kecantikan y untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang dihadapi ke pengadilan negeri, sebagaimana tertuang dalam pasal 11 UU Arbitrase dan APS. Hal tersebut terbukti dari tidak inginnya salon kecantikan y menyelesaikan sengketa tersebut melalui BANI.
2.	Ketidakpahaman kuasa hukum akan konsep dasar dalam beracara di BANI tersebut kemudian berakibat pada tidak mampunya kuasa hukum untuk mendampingi dan memberikan pertimbangan salon kecantikan y sebagai kliennya dalam melaksanakan apa yang harus dilakukan salon kecantikan y pada proses beracara.
3.	Ketidakpahaman kuasa hukum akan konsep dasar dalam beracara dalam arbitrase khususnya di BANI juga menyebabkan kendala dalam waktu beracara. Pada kasus tersebut karena ketidakpahaman kuasa hukum salon kecantikan y tersebut, kemudian membuat proses penunjukkan arbiter yang seharusnya, dapat dilakukan bersamaan dengan penyerahan jawaban dari surat permohonan pemohon, yang seharusnya dapat selesai dalam waktu 14 (empat belas) hari, menjadi harus molor menjadi waktu yang terlama yaitu hingga 34 (tiga puluh empat) hari baru dapat terselesaikan. Namun, dalam waktu 34 (tiga puluh empat) hari tersebut salon kecantikan y tetap tidak mau menunjuk arbiter.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
1.	Bahwa penyelesaian sengketa merek yang diselesaikan melalui arbitrase khususnya melalui BANI, tidak sepenuhnya menggunakan aturan beracara UU Arbitrase dan APS, akan tetapi juga menggunakan aturan yang dibuat oleh BANI yaitu BANI Rules and Procedures. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hal dalam UU Arbitrase dan APS tidak diatur secara rinci, sehingga harus diatur dalam BANI Rules and Procedures.




Selain terdapat kesimpulan yang dapat penulis tuliskan, juga terdapat saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut :
1.	Seharusnya konsep mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada dalam UU Arbitrase dan APS lebih diperjelas agar para pihak yang bersengketa dapat lebih memahami apa perbedaan yang mendasar antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
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